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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Desa merupakan salah satu sumber kegiatan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan. Sudah saatnya desa sebagai unit pemerintahan 

terkecil mengambil peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika 

pembangunan telah dimulai dari setiap unit desa tersebut maka tujuan 

tercapainya pembangunan yang adil dan merata akan lebih mudah terwujud. 

Dengan dana desa yang di kelola sebaik mungkin diharapkan tidak hanya mampu 

menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, tetapi juga 

mampu menyelenggarakan pelayanan administrasi desa dengan baik serta dapat 

mengelola keuangan desa dengan baik dan tertib. Sumber Dana desa sendiri 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang 

diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) untuk selanjutnya ditransfer ke APBDes.  

Pemanfaatan dana desa juga untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan 

masyarakat. . Warsita, dkk (2017) Menjelaskan dana desa adalah dana yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan 

bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaran 

pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan 
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kemasyarakatan. Selain dana desa yang bersumber dari APBN, sebenarnya desa 

memiliki sumber-sumber lain yang bisa digunakan untuk penyelenggaraan 

pemerintahan desa seperti pendapatan asli desa (hasil usaha, hasil asset, swadaya, 

dan lain-lain). 

Pemerintahan Daerah telah memberikan kebijakan pengakuan keragaman 

pada lokalitas, sekaligus membuka ruang bagi tumbuhnya desentralisasi dan 

demokrasi desa, meskipun fokus otonomi daerah masih diletakkan di 

Kabupaten/Kota. Desentralisasi pada dasarnya melibatkan adanya transfer 

terhadap kewenangan politik, administrasi, dan keuangan dari pemerintah pusat 

kepada lembaga pemerintah daerah atau dibawahnya. Transfer tersebut 

menghendaki adanya kedudukan yang hierarkis di antara tingkat pemerintahan 

daerah. Secara normatif desa tidak lagi dipandang sebagai bentuk pemerintahan 

terendah di bawah kecamatan, melainkan sebagai kesatuan masyarakat hukum. 

Dengan adanya otonomi daerah, maka seluruh provinsi baik kota dan kabupaten 

dituntut untuk mengelola dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) agar lebih akuntabel, transparan dan partisipatif dalam 

penggunaan laporan keuangan.   

Menurut Nyoman Sunarti, dkk (2018) Pengeloalaan keuangan desa adalah 

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

laporan, dan pertanggungjawaban keuangandesa. Penyelenggaraan keuangan 

desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangaan lokal bersekala desa di danai 

oleh APBDes. Hal yang mengenai keuangan desa, pemerintah desa wajib 

menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan 
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pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa. Laporan ini dihasilkan dari 

suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan 

dan penganggaran pelaksanaan danpelaporan dan pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan desa. 3 Tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah 

desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang 

disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta 

sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu 

pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal 

melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud 

pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya. 

Pengelolan keuangan desa telah memberikan landasan pada otonomi desa 

secara praktik bukan hanya sekedar normatif oleh karna itu, Pengelolaan 

keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 

pengengaran, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, sampai dengan 

pengawasan pengelolaan tersebut. Seharusnya dengan adanya peraturan mentri 

tersebut desa semakin terbuka dan responsibilitas, Sehingga besar harapan desa 

dapat mengelola keuangannya dan melaporkanya secara transparan serata 

dilakukannya dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam hal pendapatan dan 

sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran.  

Berdasarkan UU no 6 tahun 2014 tentang desa, keberadaan dana desa 

digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, sarana 

ekonomi misalnya pasar, sarana sosial seperti klinik, serta meningkatkan 
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keampuan berusaha masyarakat desa. Namun dalam perkembangannya dana desa 

yang berlimpah tersebut ternyata rawan dari praktik korupsi. Berdasar hasil 

pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak 2015 hingga semester I 

2018, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, 

berikut diuaraikan pada Gambar 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : portallampung.co 

Jumlah Kasus Dana Desa Di Lampung 

Gambar 1.1 

 

Diketahui pada tahun 2017 jumlah kasus korupsi dana desa di lampung 

mencapai 96 kasus dan merupakan jumlah tertinggi dari kurun waktu empat 

tahun dalam penelitian ICW meskipun pada tahun 2018 sempat menurun menjadi 

29 kasus akan tetapi menurut keterangan lebih lanjut dari peneliti Indonesia 
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Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha hal tersebut hanya merupakan data di 

semester 1 di tahun 2018. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, Shuha (2018) menyatakan bahwa 

perencanaan pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten 

Padang Pariaman telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan danpertanggungjawabantidak sesuai dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa. Faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk 

Alung berupa sumber daya manusia, keterlambatan pelaporan, perubahan 

APBDes, internet dan pemahaman masyarakat.  

Liando, dkk (2017) menyatakan pengelolaan dan pertanggungjawaban 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi 

Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara belum sesuai untuk pembuatan 

laporan pertanggungjawabanya di karenakan dengan beberapa kendala seperti 

sumber daya manusia yang ada di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten 

Minahasa umurnya tergolong rendah, Faktor pendidikan dari aparatur 

permerintah desa yang ada di tingkat desa tergolong rendah, faktor usia 

perangkat desa yang menyebabkan lambannya pengoprasian komputer, 

Banyaknya uraian kode rekening yang harus dihafalkan, kurang memahaminya 

aparat desa mengenai teknis pembuatan pelaporan pertanggungjawaban. Hal ini 

juga di perkuat dengan hasil penelitian Nurul Hidayah, dkk (2017) 

Pertanggungjawaban Dana Desa baik secara teknis maupun administrasi sudah 
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baik, namun dalam hal petanggungjawaban administrasi keuangan masih perlu 

ditingkatkan kedisiplinan oleh pengelolaa keuangan Desa.  

Dari latar Belakang dan hasil penelitian sebelumnya sehingga peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul Analis Pengelolaan Dan Pertanggung 

Jawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Negara Batin 

Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur. 

 

B.  Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan dana desa Negara Batin. 

2. Bagaimana pelaksanaan dana desa Negara Batin. 

3. Bagaimana penatausahaan dana desa Negara Batin. 

4. Bagaimana pelaporan dana desa Negara Batin. 

5. Bagaimana pertanggungjawaban dana desa Negara Batin. 

C.  Batasan Masalah 

Dalam Penelitian ini terdapat batasan-batasan masalah agar masalah yang 

akan diteliti tetap fokus dan tidak meluas kearah masalah-masalah yang lain. 

Batasaan masalah-masalah ini adalah : 
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1. Tentang bagaimana perencanaan anggaran pendapatan dan belanja 

desa Negara Batin. 

2. Tentang bagaimana Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 

desa Negara Batin 

3. Tentang bagaimana penatausahaan anggaran pendapatan dan belanja 

desa Negara Batin 

4. Tentang bagaimana laporan anggaran pendapatan dan belanja desa 

Negara Batin 

5. Tentangg bagaimana pertanggung jawaban anggaran pendapatan dan 

belanja Negara Batin. 

6. Data yang digunakandalam penelitian ini pada tahun 2018. 

D.  Tujuan Penelitian  

 Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengethaui bagaimana perencanaan anggaran  pendapatan dan 

 belanja desa Negara Batin. 

2. Untuk mengethaui bagaimana pelaksanaan anggaran pendapatan dan 

 belanja desa Negara Batin. 

3. Untuk mengethaui bagaimana Penatausahaan anggaran pendapatan dan 

 belanja desa Negara Batin. 
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4. Untuk mengethaui bagaimana Laporan anggaran pendapatan dan 

 belanja desa Negara Batin. 

5. Untuk mengethaui bagaimana Pertanggung jawaban anggaran 

 pendapatan dan  belanja desa Negara Batin. 

E.  Manfaat penelitian  

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan bagaimana 

pengelolan dan laporan pertanggungjawaban dana desa sehingga untuk 

meminimalisir adanya penyelewengan dana desa. 

2. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk studi pengelolaan dan pertanggung 

jawaban dana desa di bidang akuntansi untuk memperkuat mata kuliah 

akuntansi sektor publik. 

F.  Sistematika Penulis 

Untuk memudahkan dalam memahami pembahasan skripsi ini, maka penulis 

akan memaparkan secara sistematis ke dalam beberapa bab sebagai berikut: 

Bab I     :  Pendahuluan  
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Bab ini menjabarkan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II     :  Tinjauan Pustaka dan Keerangka Pemikiran 

Bab ini menjabarkan tentang penejelasan, Tinjuan Pustaka 

dan kerangka pemikiran. 

Bab III    :  Metode Penelitian  

Bab ini merupakan bagian yang mejabarka tentang metode 

penelitian yang terdiri dari pupulasi dan sampel, tenik 

pengumpulan data. 

Bab IV        : Analisis Data 

Metode ini menjabarkan tentang hasil analisis data penelitian 

berdasarkan hipotesis-hipotesis yang telah dibuat 

berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian. 

Bab V     : Kesimpulan 

Bab ini menjabarka tentang kesimpulan penelitian dan saran 

 bagi peneliti selanjutnya. 

 


